











SISTEM KOMPUTERISASI PENGOLAHAN DATA PENANGANAN PERKARA PADA LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM 
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

2.1. Tinjauan Umum Perusahaan
Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH)  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang teleltak di Jl. Lawu No. 3 Kotabaru Jogjakarta 55224, berdiri sejak tahun 1976 merupakan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum tertua di Indonesia yang berada dibawah naungan Perguruan Tinggi Universitas Islam Indonesia. Keberadaan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH)  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tengah-tengah masyarakat sudah sedemikian rupa dirasakan kehadirannya dan tetap exist melakukan proses pengembangan masyarakat (Community Development) menuju masyarakat yang kuat dan mandiri.
Usaha Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH)  melakukan pengembangan masyarakat tersebut didekati dengan tiga pokok program. Yaitu Penyuluhan Hukum. Konsultasi Hukum, dan Bantuan Hukum. Ketiga program tersebut dibingkai dalam visi dan misi sebagai satu program aksi yang berorientasi pada penyadaran dan perjuangan akan nilai-nilai hukum, hak-hak hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengertian luas dan tidak seata-mata formal legal.
	Ketiga program tersebut merupakan motor dan kekuatan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH)  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk berkiprah lebih luas dan terbuka ditengah-tengah masayarakat. Karena pertama mempunyai tingkat independensi yang relatife kuat, tidak tergantung secara financial dan organisasi dengan negara oleh karena itu dapat mengisollasi diri dari kemungkinan di intervensi oleh Negara. Kedua, memperoleh keleluasaan dari Fakultas atau Universitas untuk membangun dan mengambangkan diri. Ketiga, telah memiliki culture sebagai organisai Kosultasi hukum, penyuluhan dan bantuan hukum. Yang mampu memproduk praktisi hukum paling terorganisasi. Keempat, mempunyai citra dan kepercayaan yang relatife baik dimasyarakat. Kelima, mempunyai cukup banyak alumni yang kebetulan berprofesi sebagai prakktisi hukum. Sehingga kekuatan-kekuatan ini akan tetap dipertahankan sehingga Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH)  mampu terus berbuat yang baik bagi masyarakat.

2.2. Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Penanganan Perkara 
Informasi penanganan perkara adalah merupakan informasi yang memuat suatu mekanisme dalam melakukan suatu  proses penanganan perkara baik yang bersifat konsultasi maupun bantuan hukum. Suatu Lembaga tentunya memiliki aturan atau prosedur yang melibatkan elemen-elemen luar maupun intern dalam penanganan perkara.
Sedangkan proses penanganan perkara adalah suatu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh klien dalam  mengadukan ataupun menguasakan perkaranya. Mulai dari pendaftaran, penunjukan konsultan atau kuasa hukum, penandatanganan surat kuasa sampai pada proses pendampingan  dalam penanganan perkara. 
Meskipun dalam Penanganan Perkara ini ada dua tahap yaitu konsultasi dan bantuan hukum, tetapi yang akan dibahas adalah pada tahap bantuan hukum. Elemen Penanganan Perkara pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH)  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia telah ditetapkan atas kebijaksanaan operasional lembaga.  Penanganan Perkara pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH)  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia difokuskan untuk mengolah data klien yang telah menguasakan atau bantuan hukum di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH).  
Mekanisme pengolahan data pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH)  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia adalah setiap pada perkara yang dikuasakan maka pengacara yang telah ditunjuk akan segera melakukan penanganan sampai perkara tersebut memperoleh suatu status hukum atau kesepakatan dari yang bersengketa. 
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